
 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2269/MENKES/PER/XI/2011 

TENTANG 
PEDOMAN  PEMBINAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target-

target Rencana Strategis  Kementerian Kesehatan 
Tahun 2010–2014, perlu ditingkatkan upaya pembinaan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di semua 
tatanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tercantum dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan 
Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan;  

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 
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4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 
PER.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri; 

6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, 
Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 
1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, 
Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan 
Nasional; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum 
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
021/Menkes/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140.05/292 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja 
Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif Tingkat Pusat; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PEMBINAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT. 
 

Pasal 1 
Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya 
disebut PHBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 2 
(1) PHBS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 agar digunakan sebagai 

acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga, tatanan 
institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan 
tatanan fasilitas pelayanan kesehatan. 
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(2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi 
Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. 

 
Pasal 3 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PHBS ini dilakukan 
oleh: 
a. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam 

Negeri serta kementerian dan sektor terkait lainnya;  
b. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi; 
c. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten, dan 

Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota dengan melibatkan 
Badan/Dinas/Kantor terkait. 

 
Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 November 2011 
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 28 Novembver 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDDIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 755 
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